PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

DINAS SOSIAL _
Kompleks Perkantoran Takawa Gedung C Lantai Il
PASARWAJO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BUTON
NOMOR 08 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGEUNGAN DINAS S05IAL
HABUPATEN BUTON

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BUTON

Menimbang . &  hahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
Standar Pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan
pemerintali yang baik dan guna mewujudkan kepastian
hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara wajib
menetapkan Standar Pelayanan;

b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menectapkan Keputusan Kepala
Dinas Sosial Kabupaten Buton tentang Standar Pelayanan
di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Buton.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I di Sulawesi
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
T4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor S038];

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

4, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang |
Pedoman Standar Pelayanan;
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6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial
Daerah  Provinsi dan  Dinas Sosial  Daerah
Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Buton;

8. Peraturan Bupati Buton Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial
Kabupaten Buton.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton tentang
Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten
Buton.
Kesatu : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten

Buton merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan
fungsi Dinas Sosial Kabupaten Buton, yang bersifat perumusan
kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan, serta pelaksanaan administrasi.

Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu
digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas
dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat,
maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan
publik.

Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dikium Kesatu
termasuk kategori pelayanan, yang meliputi :

a. layanan surat masuk

b. layanan surat keluar

c. layanan administrasi aparatur dinas sosial

d. data dan Informasi

e. konsultasi

f. pengaduan masyrakat

g pemberian Bantuan Sosial Pada Perorangan, Kelompok
Masyarakat dan Lembaga Sosial

h. layanan penerbitan surat keterangan /rekomendasi

i. layanan keluarga penerima manfaat

J. layanan penanggulangan bencana
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k. layanan Pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

(DTKS)
Keempat . Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Kelima . Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum

Ketiga menjadi tanggung jawab :

a. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Buton untuk layanan
1. layenan surat masuk
2. layanan surat keluar
3. Layanan administrasi aparatur dinas sosial

b. Pimpinan Bidang (Kepala Bidang Pemberdayaan Sesial dan
Penanganan Kemiskinan, Kepala Bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial, dan Kepala Bidang Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial] untuk layanan :
1. data dan informasi
2. konsultasi
3. pengaduan masyarakat
4. pemberian Bantuan Sosial Pada Perorangan, Kelompok

Masyarakat dan Lembaga Sosial

5. layanan penerbitan surat keterangan/rekomendasi
6. layanan keluarga penerima manfaat
7. layanan penanggulangan bencana

c. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk
layanan penanggulangan bencana dan layanan Pendataan
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Keenam : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat Keputusan ini di
bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Buton
Tahun Anggaran 2023.

Ketujuh . Keputusan ini mulai berleku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian har ternyata terdapat
kekeliruan didalam penetapannya, akan diadakan perbaikan

dan perubahan sebagaimana mestinya.
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Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 11 qanuan 2023

Kabupaten Buton,

Bupati Buton (Sebagai Laporan) di Pasarwajo;
Inspektur Kab. Buton di Pasarwajo;

DPRD Kabupaten Buton di Pasarwajo;
Arsip.
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Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton
Nomor

Tentang

: 08 Tahun 2023

: Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Buton

STANDAR PELAYANAN SURAT MASUK

NO

KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN

I.l

Persyaratan

1. Nama dan alamat pengirim surat “jelas”
2. Surat ditujukan ke Dinas Sosial Kabupaten Buton

——

2.

Sistem Mekanisme
dan Prosedur

-
Agerdaris merenma sural masuk Jan Meregistrast
Lurat Masuik Kedatam Buly Agenda Surat Masuk,
mmenailis bembar s posis

.

Sekretans Menerima dan membubiuhikan paral

L

Eepale Duras Mempelaan
wural maiik dan membuat
dispersisd untul tirdak
Lanjut sesual dengan
EEruniukan st tersebut

Agendars Mencrend setal matul yang
sutkah didisposial, selanjutys didntribusiban

ke bicang - bidang

Keterangan :

a. Bagian apendaris mencalat semua surat masuk dalam buku
agenda

b. Surat yang bersifat Rahasia (kode “RHS") yang ditujukan untuk
Kepala Dinas, disampaikan dalam kondisi apa adanya dan
tertutup

c. Memberikan lembar disposisi

. Surat masuk yang sudah mendapatkan disposisi pimpinan,
diserahkan ke Sekretaris untuk diteliti dan diparafl

e. Surat masuk yang sudah diparaf oleh Sekretaris, diserahkan
ke Petugas, dikelola oleh petugas agendaris [/ arsiparis yang
selanjutnya dimasukkan dalam buku/kartu kendali surat
masuk

f. Mendistribusikan surat masuk dan mcn;fnmpajkan ke
Sekretaris atau Bidang sesuai arah disposisi pimpinan

Jangka Waktu

Pelayanan

1. Meregistrasi Surat Masuk Kedalam Buku Agenda Surat Masuk, |
menulis lembar disposisi dan di sampaikan kepada Sekretaris
Dinas serta membubuhkan paral maksimal 10 menit

2. Mempelajari surat masuk dan membuat disposisi untuk tindak
lanjut sesuai dengan peruntukan surat tersebut maksimal 10
menit

3. Didistribusikan ke bidang-bidang maksimal 2 menit

Biaya/Tarif

Tidak ada biaya/tanfl

Produk Pelayanan

Tersedianya surat masuk yang tepat waktu dan tepat sasaran

Penanganan
Pengaduan, Saran
dan

Masukan/Apresiasi

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara
tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Pemerintah
Kabupaten Buton Cgq. Dinas Sosial Kabupaten Buton,
Kompleks Perkantoran Takawa Gedung C Lantai 3 Pasarwajo
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KO HOMPONEN URAIAN
7. Menyampalkan pengaduan, saran, dan masukan
Inngsung via :
a. WA/Telepon : 085257092672, 085256553045,
085242617962
- b, Website : dinsos. butonkab.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN
1. | Dasar Hukum I, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintihan
3, Peraturan Pemerintah Momor 41 Tahun 2007 lentang Organisasi
Peranglal Daerah
4. Persturan Menteri Dalam Negeri Womor 35 Tahun 2010 lentang
Pedoman Pengelolaan  Pelayanan Informasi  dan Dakomentasi
dilingkungan Kementerian dan Pemerintah Dacrah
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Relormast
Birokrasi Momor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Stancar
Pelayanan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomeor 6 Tahun 2010 tentang
Pembeniukan dan Susunan Peranghat Duerah Kabupaten Bulon
7. Peraturan Bupatl Buton Nomor 22 Tahun 2522 tenfang Susdunan
Drganisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Buton
2. | Sarana dan | 1. Ruang tamu dengan pendingin ruangan
Prasarana, 2. Meja dan kursi
dan/atau Fasilitas | 3. Komputer
4. Printer
5. Hertas
6. Buku agemnda
7. Jaringan Internet
3. | Kompetensi 1. Pegawal yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-
Pelaksana unsdanggr
2, Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan
informasi terkait sural memyurml
3, Pepawai vyang mampu manyampaikan informasi  secara
lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun.
4. | Pengawasan 1. Dilakukan secara bergenjang hingga ditingkat pengawasan
Internal Kepala Dinas
2. Dilakukan sistem pengendalian  internal pemerintah  dan
pengawasan fungsional oleh inspelktorat
3. Dilakukan secara berkelanjutan L
5. | Jumlah Pelaksana | Maksimal 4 (duaj orang pegawai/pejabat Dinas Sosial Kabupaten
Buton
6, Jaminan Layanan diberikan sesual jachwal vang telah ditentukan
| Pelayanan o
7. | Jaminan Keamanan | Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan
dan Keselamatan | dari atasan langsung
Pelayunan
8 | Evaluasi  Kinerja | 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara
Pelaksanan rutin dan evalunst minimal 2 (duas) kali dalam 1 tahun
2, Pelaksanaan survel  kepuasan  untuk  perbaikan dan
L peningkatan kinera pelayanan . Vil ]

Fit.
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Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton

Nomor : 08 Tahun 2023 \
Tentang  : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Buton

STANDAR PELAYANAN SURAT KELUAR

NO KOMPONEN URATAN
PENYAMPATAN LAYANAN
1. Persyaratan 1. Tujuan surat * Jelas “ dan bersifat dinas

2. Tanggal surat tidak kadaluarsa (surat aktif)

2. Sistem Mekanisme -

dan Prosedur Agenderis Menerima Surat Keluar dan
Meregistrasi Surat Keluar Kedalam Buky Agenda
Surat Keluar

)

Surat keluas dsrl Hap-tiap bidang diterim s akeh Sub
Bag Umim dan perienghapan dan diperiksa sesiesl
dangan tata raskanya dan diparaf

-

Sakretaris Menerima surad keluar dan o
membubiuhisn paral

Kepala Dinas Mempadajar
surat kel dan
ditamdatargani uniuk
tindak lanput sesual dengan
oeruntukan surat tersebu

L

Agendaris Menerima suwat keluar yang
sudah ditandatanganl, selanjstya
distempel, Dicatat dalam buku ekspedisi
dan kermudian Surat dikirim
Aististribaicdran ke alamat finan

Keterangan :
a. Surat keluar dan tap-tiap bidang diterima oleh Sub Bag
Umum

b. Ka Sub Bag Umum Kepepawaian dan Perlengkapan meneliti
maksud dan tujuan surat keluar (kejelasan penanggung jawab
pengolah/paral) dan diteruskan ke Sekretaris untuk diperiksa
tentang kebenaran tata naskahnya

c. Surat keluar yang sudah lengkap, diparal oleh sekretaris
untuk kemudian “Disediakan” ke Kepala Dinas Sosial

d. Surat keluar yang sudah ditanda tangani oleh Pimpinan,
diberikan ke Peiugas agendaris melalui Ka Sub Bag Umum
untuk diproses kirim [pemberian nomer surat  keluar,
distempel dan dimasukkan kedalam amplop dinas)

e. Penulisan /pengetikan tujuan surat dengan alamat yang jelas
dan lengkap

f. Dibuatkan kartu kendali surat keluar oleh unit
pengirim/ penanggung jawab surat keluar

g. Dicatat dalam buku ekspedisi oleh Caraka dan kemudian
Surat dikirim / didistribusikan ke alamat tujuan

3. |dJangka Waktu |1. Meregistrasi surat keluar kedalam buku agenda surat keluar,

Pelayanan meneliti tata naskah, maksud tujuan surat keluar dan

membubuhkan paral dan penandatanganan oleh pimpinan
maksimal 20 menit
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NO

KOMPONEN

——

Evaluasi  Kinerja

Pelaksanan

e ——

URAIAN
1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara
rutin dan evaluasi minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun
2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan
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Lampiran 111

Momor

Tentang

1 Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton

: 08 Tahun 2023
. Gtandar Pelayanan di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Buton

STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI APARATUR DINAS SOSIAL

NO

KOMPONEN

- .

PENYAMPALAN LAYANAN

Perasyaratan

1. Tujuan pengguna layanan “ Jelas”® dan bersifar dinas
2.

Berkas yang bersangkutan lengkap sesuai dengan tujuan
kepengurusan [cuti, pensiun, KOB, Kenaikan Panghat,

Sistem Mekanisme
dan Prosedur

Keterangan ;
H.

[

KP4, S8KP, Tambahan Penghasilan Pegawai dan lain-lain}

k!

Aparahweipemotas, mengl ckin
beskis witian sess dargan
KEpENEUNILEIRA

1y
RisiidH g hepepaaaian pan My Langsong menerms berid
perieng bhapin mettime pEAEHUN et afian wsalan membubukien

—p pemoton dan giindablanjeti sesca

. Berkas wsulan yang sudah ditanda tangani oleh Kepala dinss

Bt uble berdasssian i pefatay enci cangEn seRial

pengiroin das dRelt i aturas pang herlaky
thict i LaLs Puribahi fras siae
Peraturan gang b

Bercm yuran yurg wish
desidatarganl  Oratabhas be

dengan L FET] S
mengrupkanayy

Aparatur/pemohon  mengajukan usulan dan  dilampirkan
dengan berkas sesual kepengurusannya

Ka Sub Bag Umum Kepegawaian dan Perlengkapan meneliti
maksud dan tujuan kepengurusan aparatur/ pemohon sesuai
tata naskah dan aturan yang berlaky

B:EI]-IH.H aparatur/pehomon setelah diverifikas] dan divalidasi di
ajukan ke alasn langsung untuk diparaf atau ditanda langani
dan dikembalikan kembali ke Kasubag Kepegawsian dan
Perenpkapan

Berkas aparaturfpebomon  setelah  diparal atau  ditanda
iangani oleh atasan langsung kemudian diajukan ke Kepala
Dinas agar di tanda tangani.

kemudian dilanjutkan Kesubag Kepepawaian dan  sesual
dengan penumtukannya dan rangkap satu di ber
aparatur/ pemohon serta di arsipkan ! bertkan kepada

Jangka Waltu
Pelayanan

 Dari proses penelii berkas, tatg naskah, maksud

tujuan
kepengurusan, paraf atau tanda tangan atasan hngsuli:'}daﬂ

penandatanganan oleh Kepala Dinas maksimal 60 menit
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NO KOMPONEN URAIAN
2. Proses tujuan kepengurusan dan pengarsipan maksimal 30
menit
Biaya/Tarif Tidak ada biaya/tarif
Produk Pelayanan | Tersedianya tujuan kepengurusan (cuti, pensitn, I‘EGB' Kc%n
Pangkat, KP4, SKP, Tambahan Penghasilan Pegawal dan lain-lain)
yang tepat waktu dan tepat sasaran ______—————————
6. | Penanganan 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara
Pengaduan, Saran tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Pemerintah
dan Kabupaten Buton Cq. Dinas Sosial Kabupatcn Buton,
Masukan/Apresiasi Kompleks Perkantoran Takawa Gedung C Lantai 3 Pasarwajo
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan
langsung via :
a. WA/ Telepon 085257092672, 085256553045,
085242617962
b. Website : dinsos.butonkab.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik
2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan
4, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti
PNS
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negerd Sipil
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 (entang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeni Sipil
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Femerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah
9, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 Tentang
Penetapan Pensiun
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
11.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pepgawai Negeri Sipil
12, Peraturan Menterd Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokomentasi dilingkungan Kementerian dan  Pemerintah
Daerah
13.Peraturan Menterd Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Buton
15. Peraturan Bupati Buton Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten
Buton
2. | Sarana dan | 1. Meja dan kursi
Prasarana, 2. Komputer
dan/atau Fasilitas | 3. Printer
4. Kertas
5. Buku agenda
6. Jaringan Internet
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' NO |  KOMPONEN URAIAN =]
' 3. | Kompetensi l. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturen
Pelaksana perundang-undangan A
2. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan
f informasi  terkait  kepengurusan administrasi
kepegawaian dan keuangan . .
.! 3. Pegawai yang mampu manyampaikan informasi secara
i lengkap, terbuka, bert jawab, serta santun.
4. | Pengawasan 1. Dilakukan secara berenjang hingga  ditingkat
Internal gawasan Kepala Dinas -
l 2. E?akukan sistem pengendalian internal pemerintah dan
pengawasan fungsional oleh inspektorat
3. Dilakukan secara berkelanjutan _}
5. |Jumlah Pelaksana | Maksimal 7 (dua) orang pegawai/pejabat Dinas Sosial
$ Kabupaten Buton ciams
6. :Ja.minan Layanan diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan
Pelavanan N
7. |Jaminan Petugas vang memberkan layanan telah mendapatkan
IE Keamanan dan | penugasan dari atasan langsung
| Keselamatan
] Pelavanan
8. |Evaluasi Kinerja | 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara
Pelaksanan rutin dan evaluasi minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun

2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan
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Lampiran v : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton
Nomor : 08 Tahun 2023
Tentang : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Snsial Kabupaten Buton

STANDAR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI

NO KOMPONEN URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN
1. | Persyaratan 1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis
yang berisi :

a. Identitas pemohon yang meliputi nama perseorangan
/ institusi / lembaga swadaya masyarakat / partai
politik / badan publik lainnya, kontak yang dapat
dihubungi dan alamat e-mail

b. data dan informasi yang diminta secara jelas

€. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan data
dan informasi

d. melampirkan foto copy kartu tanda penduduk /
paspor / kartu identitas lainnya vang berlaku

ditujukan ke alamat :

Dinas Sosial Kabupaten Buton Kompleks Perkantoran

Takawa Gedung C Lantaj 3 Pasarwajo

2. Hadir langsung ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Buton
denpgan melakukan :

a. registrasi tamu ke piket tamu
b. membawa surat permohonan dari pimpinan instansi /
lembaga swadaya masyarakat / partai politik / badan
publik lainnya
¢. menunjukan kartu tanda penduduk/paspor/kartu
identitas lainnya yang berlaku
d. mengisi formulir permintaan informasi publik yang
telah disediakan
3. pengguna layanan wajib  menggunakan data dan
informasi dengan mencantumkan sumber dari mana
memperoleh data dan informasi tersebut, baik yang
digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk
kepentingan  publikasi  sesuai dengan
peraturan perundang-undangan

ketentuan
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NO

URAIAN

KOMPONEN
2. | Sistem Mekanisme |1. Melalui permohonan tertulis (dengan surat dan/atau
dan Prosedur pengisian formulir dalam website)

penmahanan teriulis data dan

PengRunG iyanam smery Tipasn
infgrmasl

¥

Petugas piket pengeiola data dan
infarmai menenma peomabanan

| Pengguna Layanan menerima

Fengguna krpanan menenma

surat penolacan data dan imformanl yang diminta

Keterangan :

a. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan
resmi ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Buton atau mengisi formulir permohonan  informasi
melalui website dinsos butonkab. go.id

b. Pengguna layanan menerima tanda terima dari petugas
pejabat pengelola data dan informasi, yang menunjukan
bahwa permohonan data dan informasi telah diterima

c. Pengguna layanan menunggu hasil analisis terhadap
surat permohonan data dan informasi, dimana :

1. Jika data dan informasi vang diminta masuk dalam
kategori tidak dikecualikan, maka pengguna layanan
akan menerima surat yang berisi data dan informasi
sesual permohonan yang disampaikan sebelumnya
secara daring maupun langsung

2. Jika data dan informasi masuk dalam kategori
dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima
surat penolakan yang disertai dengan alasan
penolakan berdasarkan  ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku secara daring
maupun langsung
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2. Hadir langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Buton
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Keterangan : '

a. pengguna layanan datang langsung kekantor Dinas Sosial |
Kabupaten Buton dengun membawan kelengkapan persyamtan |
dan menginformasikon  permohonan  data dab  informast |
kepada petugas piket Dinas Sosial Kabupaten Buton

b, pengguna layanan mengisi daftar wmu dan menunggu hasi
desposisi Kepala Dinas kepada pejabat pengelola data dan
informasi yang akan memberikan pelayanan

c. pengguna layanan menerima konfirmasi pemberian layvanan
data dan informasi yang diteruskan oleh petugas piket

d. apabila permohonan diterima, pengguna  lavanan  akan
diarahkan oleh petugas piket keruangan rapat untuk
ditemukan dengan petugas yang memberikan layanan data |

dan informasi |

¢. pengguna layanan menerima  data  dan  informasi  oleh |

petugas/ pegawai yang ditugaskan _ T

Jangka Waktu | 1. Sumat jawaban pemberian data  dan  informasi  akan

disampaikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buton maksimal 15 i
(lima belas) hari sejak surat permohonan di terima oleh Dinas |
Sosial Knbupaten Buton |
2. Jika pengguna  layanan  datang  langsung, maka  akan |
mene rma d.nd::um Ilgn::ui maksimal 1 (satu) jam r.rjuki
permintaan nfirmasi oleh petugas/pejabat pe
gy peja pengelola data '!

Pelayanan

o ra—

e o |
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NO KOMPONEN URAI&_H’_ ____:_—.______‘]
4. | Biaya/Tarif Tidak sda binya/ tarif
5. | Produk Pelayanan | Sumt jawaban danfatau pemberian data dan informasi yang
dimintn e
i kan secara
A, Penanganan 1. Pengaduan, saomn, dan masukan dapat disampai
Pengaduan, Saran tertulis melalui sumat yang ditujukan kepada : Pemerintsh
dan Kabupaten Buton Cg. Dinas Sosinl Kabupaten Bulon,
Masukan/Apresiasi | Kompleks Perkantoran Takawa Gedung C Lantai 3 Pasarwajo
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan
langsung via ;
a. WA/ /Telepon  : 085257092572, 085256553045,
085242617962
b. Website : dinsos.butonkab.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik
2, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 lentang Pelayanan
Pulilik
3. Uniang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007  tentang
Organisasi Perangkal Daerab
5. Peraturan Menterd Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan  Pelayanan Informasi dan
Dokomentasi  dilingkungan Kementerian  dan  Pemerintah
Daerah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016
tentangy Pembentukan dan Susunan  Perangkat Daerah
Kabupaten Buton
#. Peraturan Bupati Buton Womor 22 Tahun 2022 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten
Buton — = =
2. | Sarana dan | 1. Ruang Tamu dengan pendingin ruangan
Prasarana, 2. Meja dan kursi
danfatau Fasilitas | 3. Kompuler
4, Pronler
2. Kertas
6. Buku agenda
7. _Jaringan Internet
3. | Kompetensi 1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan
Pelaksana perundang-undangan
2. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang kebijakan
aParatur negara dan program program kegiatan vang
dilalukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buton
3. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan
informasi
4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara
lmgj{ap,lterhuim. bertanggung jawab, serta santun
kepada pihak yang memerlukan
5. Pepawai yang mampu mengoperasikan komputer
4. | Pengawasan 1. Dilakukan secara  berjenjang hingga  ditingkat
Internal pengawasan Kepala Dinas
2, Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan
pengawasan fungsional oleh inspektorat
3. Dilakukan secara berkelanjutan
5. |Jumlah Pelaksana | Minimal 1 (satu) orang pegawai penan g
; . i EEUNg jawab
data dan informasi Dinas Sosial Kabupaten Eﬁ{amn e
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KOMPONEN URAIAN ]
Jaminan Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat
Pelayanan dipertanggungjawabkan
Jaminan 1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan
Keamanan dan dapat dipertanggungjawabkan
Keselamatan 2. Petugas yang memberikan data dan informasi telah
Felayanan mendapatkan penugasan dari atasan langsung =
Evaluasi  Kinerja | 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara
Pelaksanan rutin dan evaluasi minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun

2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan
peningkatan kinerja pelayana

K

9303 1 007
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Lampiran V : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton
Nomor : 08 Tahun 2023
Tentang : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Buton

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI

NO KOMPONEN URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN
1. | Persyaratan 1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis |
vang berisi ;

a. Identitas pemohon yang meliputi nama perseorangan /
institusi / lembaga swadaya masyarakat / partai
poliik / badan publik lainnya, kontak yang dapat
dihubungi dan alamat e-mail

b. materi konsultasi yang diminta secara jelas

c. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan
konsultasi

d. melampirkan foto copy kartu tanda penduduk / paspor
/ kartu identitas lainnya yang berlaku

ditujukan ke alamat *

Dinas Sosial Kabupaten Buton Kompleks Perkantoran

Takawa Gedung C Lantai 3 Pasarwajo

4. Hadir langsung ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Buton
dengan melakukan :

a. registrasi tamu ke piket tamu

b. membawa surat permohonan dari pirnpinan institusi /
lembaga swadaya masyarakat / partai politik / badan
publik lainnya

¢. menunjukan kartu tanda penduduk/paspor/kartu
identitas lainnya yang berlaku
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URAIAN I——

NO KOMPONEN B s
5 | Sistem Mekanisme 1. Konsultasi dengan usulan melalui surat
dan Prosedur

| Keterangan : |

Perggund layanan menenma Fergguna Ligahaf menereml
sl pawest an honsuila WP aT pEnniahan
dlahiukan wecars langaung/daring

a. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan
konsultasi ditujulan kepada Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Buton

b. Pengguna layanan menerima tanda terima dari petugas
yang menunjukan bahwa surat permohonan konsultasi
telah diterima

¢. Pengguna layanan menunggu hasil disposisi pimpinan
terkait petugas/pegawai yang membenkan pelayanan,
dalam hal ini juga dilakukan analisis guna memastikan
apakah konsultasi dapat dilakukan atau tidak, dan |
apabila dapat dilakukan apakah harus diselenggarakan
secara latap muka langsung atau dapat secara daring,

d. Pengguna layanan menerima surat jawaban melalui e- |
mail maupun media penyetara lainnya. Apabila

ohonan disetujui maka surat jawaban akan disertai
jadwal pelaksanaan audiensi dan contact person petugas
yang akan melayani, di mana konsultasi akan
diselenggarakan secara ; ,
1. Tatap muka langsung
a. pengguna layanan datang langsung ke kantor Dinas
Sosial Kabupaten Buton sesuai dengan jadwal yang
telah ditetapkan dan menginformasikan |
permohonan konsultasi kepada petugas piket
b. pengguna layanan diarahkan oleh petugas piket ke
ruangan rapat untuk ditemukan dengan petugas
yang memberikan layanan konsultasi
¢. pengguna layanan menerima konsultasi oleh
petugas/pegawai yang ditugaskan

2. daring
a. pengguna layanan menerima  konsultasi secara

daring oleh petugas/pegawai yang ditugaskan

sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan J
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2. Hadir langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Buton
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keterangan .

. pengpuna lavanan datang langsung kekantor Dinas Sosial
Kabupaten Huton dengan membawa kelengkapan persvaratan
dan menginformasikan  permohonan  konsultasi  kepada
petugas piket Dinas Sosial Kabupaten Buton

b. pengguna lavanan mengisi daftar tamu dan menungeu hasil
desposisi Kepala Dinas  kepada pejabat terkait
petugas/ pegawal yang akan memberikan pelayanan

¢. pengeuna layanan mencrnima konfirmas! pemberian layanan
konsultasi yang diteruskan oleh petugas piket

d. apabila permohonan diterima, pengguna layanan akan
fiarnhkan oleh  petugas piket keruangan mpal uniuk
ditemukan dengan  petugas  yang memberikan  layanan
konsultasi

e, pengpuna layanan menenma konsultasi oleh petugas/ pegawai
yang ditugaskan

Jangka
Pelayanan

Waktu

1. Informasi/surat jawaban pelaksanaun konsultasi disampaikan
oleh Dinas Sosial Kabupaten Buton maksimal 1 (satu) har
sejak  surat permohonan di terima oleh Dinas Sosial
Kabupaten Buton. Pelaksanaan konsultasi akan dilakukan
paling lambat 3 (tiga) her setelah sumt diterima

2, Jika pengguna layanan datang langsung, maka akan
diarahkan kepada petugas yang memberi konsultasi
maksimal 1 (satu) jam setelah penyampaian maksud
konsultasi
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NO KOMPONEN URAIAN _‘1
4, | Biaya, Tarif Tidak ada biaya,/tarl e
& Produlk Pﬂtﬂ.}'ﬂ.ﬂﬂﬂ Surat jﬂ“’ﬂ.bﬂﬂ d.ﬂ.hl,l'amu konsultasd -.Irlﬂ'n_g diminia Bt
6. | Penanganan L. Pengaduen, saran, dan masukan dapat disampaikan secara
Pengaduan, Saran tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Pemerntan

dan Kabupatén Buton Cg. Dinas Sosial Kabupaten Buton,

Masukan /Apresiasi Kompleks Perkantoran Takawa Gedung C Lantal 3 Pasarwajo
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan

langsung via :
a. WA/Telepon  : 085257092672, 085256553045,
085242617962
b. Website : dinsos.butonkab.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN e

1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 lentang Keterbukaan |

Informasi Publik
2. Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2009 teniang Pelayanan

Puhlik

3. Undang- Undang Nemor 5 Tahun 2014 tentang ASN

4. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminisirast
Pemerintahan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah

6. Peraturan Menter Dalam MNegeri Nommor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan  Pelayanan  Informasi  dan
Dokementasi  dilingkungan Kementerian dan  Pemerintah
Daerah

¥, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur MNegara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan  Susunan  Perangkat  Daemah
Kabupaten Buton

9, Peraturan Bupati Buton Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Susunan Organisasi dan Taia Kerja Dinas Sosial Kabupaten

Buton
2. | Sarana dan | 1. Ruang Tamu dengan pendingin mangan
Prasarana, 2. Meja dan kursi
dan/atau Fasilitas |3 Komputer
4, Printer
5. Kerlas
6. Buku agenda
7. Jaringan Internet )
3. | Kompetensi 1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan

Pelaksana perundang-undangan

Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang kebijakan

aparatur negara dan program program kegiatan yang

dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buton

3. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan
informasi serta Konsultasi

4. Pegawai yang mampu menyvampaikan informasi secara
lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun
kepada pihak yang memerlukan

o

5. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer |
4, | Pengawasan 1. Dilakukan secara  berjenjang  hingga  ditingkat
Internal pengawasan Kepala Dinas

2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan
pengawasan fungsional oleh inspektorat
3. Dilakukan secara berkelanjutan
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5. |Jumlah Pelaksana | Minimal 2 (orang) orang pegawai/pejabat Dinas Sosial
Kabupaten Buten
6. | Jaminan 1. Layanan kensultasi diberikan sesuai jadwal yang sudah
Pelayanan ditentukan
2. Konsultasi diberikan oleh petugas yang telah
mendapaikan penugasan dar atasan langsung
3. Materi dipersiapkan sesuai permasalahan yang ingin
dikonsultasikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat
dipertangpungjawabkan
7. | Jaminan 1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan
Keamanan dan dapat dipertanggungjawabkan
Keselamatan <. Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan
Pelayanan penugasan dan atasan langsung
3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi
tanggungjawab pihak Dinas Sosial Kabupaten Buton
selama berada di kantor Dinas Sesial Kabupaten Buton
8. |Evaluasi Kinerja|l. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara
Pelaksanan rutin dan evaluasi minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun
<. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan

peningkatan kinerja pelay .
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Lampiran VI ! Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton
*  Nomaor : 08 Tahun 2023
Tentang : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Buton

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

—

NO KOMPONEN URAIAN ]
[

PENYAMPAIAN LAYANAN
1. | Persyaratan 1. Pengguna layanan menyampaikan pemgaduan secara

tertulis dengan memuat :

a. nama dan alamat lengkap

b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar
pelayanan dan wuraian kerugian material atay
inmaterial yang diderita

¢, permintaan penyelesaian yang diajukan

d. tempat waktu penyampaian, dan tanda tangan.

Surat ditujukan kepada :

Dinas Sosial Kabupaten Buton Kompleks Perkantoran

Takawa Gedung C Lantai 3 Pasarwajo

2. Datang langsung ke kantor Dinas Sosial Kabupaten
Buton dan menyampaikan pengaduan secara lisan

2 ! 313tem Mﬂkaniﬂmﬂ Pergpuna layanan menyampaikan
dan Prosedur pergaduan terulisfdatang
kangsung

i

Petugas plkel menerima permahonan

Petugas/pejabat
bersama Kepala
Diinas Menganalisa
penmahonan

I gl

Penfigune layaman menerima Pengguna layanan menerima
kenfirmasi pelakssnasn furat penotakan
penanganan dilakukan secars
langsung/daring
Keterangan :

a. Pengguna layanan (pengadu) menyampaikan pengaduan
tertulis ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Buton

b. Pengguna layanan menunggu hasil disposisi pimpinan
terkait petugas/pegawai yang menarngani pengaduan,
dalam hal ini dilakukan analisis Euna memastikan
apakah penanganan pengaduan dapat dilakukan atau
tidak, dan apabila dapat dilakukan apakah harus
diselenggarakan secara tatap muka langsung atau dapat
secara daring, kalau secara daring akan disertakan detail
waktu dan metode penanganannya
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NO KOMPONEN URAIAN

c. Apabila mengharuskan tatap muka langsung dan/atau
datang langsung ke kantor Dinas Sosial HﬂhUﬂ;ﬂtﬂh
Buton, maka pengguna layanan harus ntnxﬂmr;rllkan
pengaduan kepada petugas piket agar di arahkan
keruangan rapat untuk ditemukan dengan petugas yang
memberikan layanan pengaduan F

3. |Jangka Walktu | 1. Pengaduan dalam bentuk tertulis akan mulai d:_t'mdak

Pelayanan lanjuti oleh Dinas Sosial Kabupaten Buton maksimal 1
(satu) hari sejak surat permohonan di terima oleh Dinas
Sosial Kabupaten Buton. Pelaksanaan q-engaduan akan
dilakukan paling lambat 3 (tiga} han setelah surat
diterima

2. Jika pengguna layanan datang langsung, maka akan
diarahkan kepada petugas yang memben pengaduan
maksimal 1 (satu) jam setelah penyampaian maksud
pengaduan

4. | Biaya/Tarif Tidak ada biaya/tarif

5. | Produk Pelayanan | Tindak lanjut penyelesaian pengaduan terkmt p-e_rmna-aia.han
pengaduan masyarakat, dan pemberbaikan kinerja layanan

6. | Penanganan 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat dL‘I'-HIﬂ_];ElkHﬂ SCCATH
Pengaduan, Saran tertulis melalui surat yang dilujukan kepada : Pemerintah
dan Kabupaten Buton Cg. Dinas Sosial Kabupaten Buton,
Masukan/ Apresiasi Kompleks Perkantoran Takawa Gedung C Lantal 3 Pasarwajo

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan
langsung via
a WA Telepon : 085257092672, 085256553045,

0852426017962
b. Website ; dinsos.butonkab.go.id
| PENGELOLAAN PELAYANAN
1. | Dasar Hukum |. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik

2. Undanpg-Undang Momor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanon
Pubtik

3. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASH

4, Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahon

5 Peraturan Pemerintah  Nomor 41 Tahun 2007  tentang
Organisasi Perangkat Dacrah

f. Permendagri Nomor 25 Tahun 2007 lentang Pedoman
Penanganan Pengadunn Masyarakat

7. Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum
Penanganan Pengaduan Masyarnkal Bagi instansi Pemerintah |

8, Peratuman Menterd Dalam Negerd Nomor 35 Tahun '.'!H!G]
tentang  Pedoman Pengelolann  Pelayanan  Informasi  dan

Dukomentasi dilingkungan Kementerion  dan Pemerdniah
Daerah

6, Permturan Menterd Pendayagunaan  Aparmatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

10. Peraturan Daesrahi Kabupaien Buton Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pembentukan dan  Susunan  Perangkat  Daernh
Kabupaten Futon

11.Peraturan Bupati Buton Nomor 22 Tahun 2022 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kena Dinas Sosial Kabupaten
Buton
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NO KOMPONEN TJRMAE______________4
2 | Sarana dan | 1. Ruang Tamu dengan pendingin ruangan
Prasarana, 2. Meja dan kursi
dan/atau Fasilitas | 3- Komputer
4. Printer
5. Kertas
6. Buku agenda
7. Jaringan Internet o
3. | Kompetensi 1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan
Pelaksana perundang-undangan
2. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang kebijakan
pelayanan publik dan program program kegiatan yang
dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buton
3, Pegawai yang memiliki keterampilan khusus dalam hal
penanganan pengaduan
4, Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara
lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun
kepada pihak yang memerlukan
5. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
4. | Pengawasan 1. Supervisi atasan langsung
Internal 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan
pengawasan fungsional oleh inspektorat
3. Dilakukan secara berkelanjutan
5. |Jumlah Pelaksana | Maksimal 5 (orang) orang pegawai/pejabat Dinas Sosial
Kabupaten Buton
6. |Jaminan 1. Layanan pengaduan diberikan sesuai jadwal yang sudah
Pelayanan ditentukan
2. Konsultasi diberikan oleh petugas Yyang telah
mendapatkan penugasan dari atasan langsung
3. Materi dipersiapkan sesuai permasalahan yang ingin
dikonsultasikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat
dipertanggungjawabkan
4, Masalah pelayanan pengaduan yang belum menemukan
pemecahan selambat-lambatnya dalam 60 (enam puluh)
hari, akan dikoordinasikan dengan pihak inspektorat dan
Ombusman Republik Indonesia
— 7. | Jaminan Identitas pengadu dijamin kerahasiaannya, jika pengadu
Keamanan dan | tidak ingin identitasnya tidak ingin diketahui (disesuaikan
Keselamatan dengan permasalahan dan kepentingannya untuk
Pelayanan penvelesaian masalah]
8. Evaluasi Kinerja | 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara
Pelaksanan rutin dan evaluasi minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun

kepuasan

2. Pelaksanaan survei ntuk perbaikan dan

Wil Kabupaten Buton,

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Lampiran VII

Nemor

Tentang

: Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton

: 08 Tahun 2023
: Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Sesial Kabupaten Buton

STANDAR PELAYANAN PEMEERIAN BANTUAN SOSIAL PADA PERORANGAN,
HELOMPOK MASTARAKAT DAN LEMBAGA SOSIAL

NO

HOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN

1.

Persvaratan

Sistem Mekanisme
dan Prosedur

. Memiliki identitas kependudukan
. Bantuan Sosial

diusulkan secara  tertulis  oleh
anggota/kelompok masyarakat kepada Bupati melalui
Dinas Sosial Kabupaten Buton

. Usulan tertulis berupa surat permohonan dan proposal

dan ditanda tangani oleh anggota masvarakat

. Proposal dimaksud harus dilengkapt dengan surat

keterangan dari  Kepala Desa/Lurah dan Camat

setempat.

. Format surat permohonan dan sistematika penyusunan

proposal bantuan sosial sesuai dengan Peraturan Bupati
Buton Nomor 44 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan  Penatausahaan,
Pertanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring
dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Pemahon mengagan
peirnalana barsos dengan
merrraass ol be Diids

Sosial Kabugaten Buian

¥
Pt Drvos rmengajuban
pemErbasdn s dEngan
miemhrsy propssal parg dinguias
kit bafpa Bunon

L ~

halow tdnk vewail dirmtek

Alokaid Asgpress Nenfum dalkei)
raiaangan ELIA dan PRAS

Tbenups uang slou laisg.
kermisdian Scaniuilan deam
FEf-SEPD
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KOMPONEN

e

URAIAN

—_—

Keterangan :

1. Mengajukan permohonan bantuan sosial dengan
membawa proposal yang ditujukan kepada Bupati Buton

2. Proposal yang sudah mendapatkan persetujuan Bupati
dikoreksi oleh tim verifikasi melalui data faktual dan
kondisi dilapangan, hasil verifikasi sebagai bahan
rekomendasi pemberian bantuan

3. Menyampaikan hasil verifikasi berupa rekomendasi
kepada bupati melalui TAPD

4. Memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai
dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah

5. Pencantuman Alokasi Anggaran Bantuan dalam
rancangan KUA dan PPAS berupa uang atau barang
kemudian dicantumkan dalam RKA-SKPD

3. |Jangka Waktu | 1, Dari proses pengajuan berkas sampai dengan
Pelayanan menyampaikan hasil verifikasi minimal 60 (enam puluh)
hari
2. Pemberian pertimbangan atas rekomendasi sesuai
dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah
sampai dengan pencantuman Alokasi Anggaran Bantuan
dalam rancangan KUA dan PPAS berupa uang atau
barang kemudian dicantumkan dalam RKA-SKPD
minimal 30 (tiga puluh) hari
Biaya /[Tarif Tidak ada biaya, tarif
5. | Produk Pelayanan | Bantuan terhadap masyarakat
6. | Penanganan 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara

Pengaduan, Saran
dan
Masukan/Apresiasi

tertulis melalui surat vang ditujukan kepada : Pemerintah
Kabupaten Buton Cg. Dinas Sosial Kabupaten Buton,
Kompleks Perkantoran Takawa Gedung C Lantai 3 Pasarwajo
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan
langsung via :
a. WA /Telepon : 085257092672, 085256553045,
085242617962

i
PENGELOLAAN PELAYANAN

1.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan |
Informasi Publik

2, gnI!aFg—Undﬂslg Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan

05ia

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Orpanisasi Perangkat Dacrah

7. Permendagri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penanganan Pengaduan Masyarakat

8. Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum
Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokomentasi dilingkungan Kementerian dan Pemerintah
Daerah

10, Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua alas Permendagri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah

o

ol
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NO KOMPONEN URAIAN
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016
tentang  Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Buton
13.Peraturan Bupati Buton Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten
Buton
14, Peraturan Bupati Buton Nomor 44 Tahun 2022 tentang Tata
Cara Pengangparan, Pelaksanaan dan Penalausahaan,
Pertanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
2. | Sarana dan | 1. Ruang Tamu dengan pendingin ruangan
Prasarana, 2. Meja dan kursi
dan/atau Fasilitas |3. Komputer
4. Printer
5. Kertas
b. Buku agenda
7. Jaringan Internet
3. | Kompetensi l. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan
Pelaksana perundang-undangan
2. Pegawai/pejabat yang memiliki pengetahuan tentang
program program kegiatan yang dilakukan cleh Dinas
Sosial Kabupaten Buton =
4. | Pengawasan 1. Supervisi atasan langsung
Internal 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan
pengawasan fungsional oleh inspektorat
3. Dilakukan secara berkelanjutan
5. |Jumlah Pelaksana | Maksimal 5 (orang) orang pegawai/pejabat Dinas Sosial
Kabupaten Buton
6. |Jaminan 1. Layanan diberikan setiap hari kerja
Pelayanan 2, Permohonan Bantuan Sosial disampaikan oleh petugas
yang telah mendapatkan penugasan dari atasan
langsung
3. Materi dipersiapkan sesuai permohonan yang ingin
dikonsultasikan/disampaikan dengan cepat, tepat,
lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Pemberian bantuan disesuaikan dengan anggaran yang
ada
7. |Jaminan Identitas pemohon dijamin kerahasiaannya, jika pemohon
Keamanan dan | tidak ingin identitasnya tidak ingin diketahui
Keselamatan
Pelayanan
8, | Evaluasi Kinerja | 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara
Pelaksanan rutin dan evaluasi minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun

2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan

peningkatan kinerja pelayan;:
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Lampiran VIII  : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton
Nomor : 08 Tahun 2023 _ S
Tentang : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bu

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI

KO KOMPONEN URAIAN
PENYTAMPAIAN LAYANAN I
1. | Perayaratan 1. Bagi Yayvasan/LEKS /LKSA :

a, Pendirian Baru {Lintas Kecamatan dalam 1 Kabupaten ) ©

- Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dengan
mencantumkan bahwa vayasan/Lembaga
Kescjahternan Sosial (LKS) / Lembaga Kesejahleraan
Sosial Anak (LKSA) berasaskan Pancasila dan tidak
bertentangan dengan UUD 1945

- Kelerangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat
(berlaku 1 tahun] ;

- Susunan kepengurusan Yayasan/LKS/LKSA dilengkapl
dengan nama, alamat dan Nomer telepon

- Pas photo berwarna ukuran 4x6

- Folo copy KTP yang berlaku .

- Fotn copy akte notaris yang telah disahkan oleh
Menkumham dan dilegalisir oleh notaris

- Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWE)
Yayasan/LKS/LKSA

- Daftar identitas klien/anak dengan foto berwarna
{minimal 20 klien)

- Data isian/instrumen Yoyasan/LEKS/LKSA

- Sumber dana dan modal kerja untuk melaksanakan
kegiatan

b. Perpanjangan(Lintas Kecamatan dalam 1 Kabupaten) :

- Persyaralannya sama dengan pendidan (bam) ditambsh
dengan fote copy Surat Tanda Pendofiaran (STP) dan /
atan Surat Tanda Pendaftaran Ulang [STPU) vang lama

¢. Pendivian Barm (Lintas Kabupaten) :
- Persyvaratannva sama dengan pendirian (bar]
Rekomendasi dari Dinas Sosial Kab. Bulon
d. Perpanjangan [Lintas Kabupatenj .
Persyaratannye sama dengan pendivian bam  (tanpa
akie notaris)
foto copy Sural Tanda Pendaftaran (STP) yang lams
- Rekomendasi dari Dinas Sosial Kab. Buton
2. Bagi PBI-JKN (BRJS Keachatan), Pemberian Subsisi, KIP :
a. Surat keterangan tidak mampu dan Lurah/Kepala Desa
b, Folp copy Kartu Tanda Penduduk (KTT dan Kartu
Keluaraga Pemohon
3. Bapi Permobonan Izin Pengangkatan Analk :
g, Syarat material calon anak yang dapat dinnglat :

- Usia anak belum berusia 18 (delapan belas) taliun

- Merupakan anak terlantar ataw ditelantarkan

- Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga
Pengasuhan Anak

= Memerlukan perlindungan khuesus

b. Syarat material Calon Orang Tua Anpkat

- Sehat jasmani dan rohand

- Berumur paling rendah 30 tahun dan palin tinggl 55
tabian

- Beragama sama dengan agama calon anak angkat

- Berkelalkuan baik dan tidak pernah dihukum karens
melakukan tindak kejahat
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Hersintus menikah secarn sah pating singlat 5 {lima)
tahikin .
- Bukan merupakan pasangan yang sdenis
. Tidak atau belum  mempunyni anak atau hamnya

memilikl | (satu) orang anak

- Dalam keadaan mampu secar ekonomi dan soakal
Membuat pernyataan  terfulis  bahwa pengangkatin
annk adnlah demi  kepentingan t:rlmll-: bagi anak,
kesefahternan dan perlindungan ani

¢. Persyarntan administratif Calon Orang Tua Angkat

. Bumt Permohonan igin untuk pengangkatan  anak
(Mengetnhui Kades/ Lurah dan Camat)
Surat Keterangan schat dari Rumah Sakit Pemenintah
Foto copy akte kelahiran Calon Orang Tua Angkat

- Folo copy sural nikah § akie perkawinan Calon Orang
Tua Angkot

- Kartu Keluarga dan KTP Calon Orang Tua Anghkat

Sistem Mekanisme
dan Prosedur

1. Bapi Yayasan/LKS/LKSA :

Piefva:bea mas rgapehe
snan dengan e
ol Ty | ELAUEEA
whika Pmodan mengm
i trumrere, mhen 8| Vg
daarady narsgani slrh Kriua
N aine
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Fitegs TR pen Uil wsal
iEngiieh ks, mercatal
drnifiak, by perechon dan
b U Bedrp in el
erm ik an b irurmes ahertdh e
hesta gl yrnsl oF Tanda
Tangare e rrudhd A Wleng mpar deis
prmchon b birepates dan e b
wah ATF dengan s Feroban
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Ko KOMPONEN URAIAN
Keterangan : i
1. Lintas Kecamustan dalam | Knbupaten
a. Pemohon mengajukan proposal pendaltaran

Yaynsan/LKS/LKSA yang ditujukan kepada Bupatl Butep
dengan tembusan Dines Sesial Kab. Buton

b. Pelugas menelit kelengkapan berkas persyarntan dalam
proposal

c. Berkas lengkap, Petugas melaksanakan survey lapangan
untuk menguji kelayakannya

d. Pemohon/Pengurus Yayasan/LKS/LKSA mengisi instrumen
identifikasi  yang  ditands  tangani  oleh  Ketua
Yayasan/LKS /LKSA

e Apabiln memenuhi syarat, maka nakan diproses untuk
penerhilan ST/ STPU

2. Lintas Kabupaten :

4. Pemohon mengajukan proposal pendaftaran
Yayasan/LKS/LKSA yang ditujukan kepada Kepala Dinsos
Kab, Buton

3. Petugas meneliti kelengkapan berkas persyaratan dalam
proposal

b. Berkas lengkap, Petugas melaksanakan survey lapangan
untuk menguji kelayakannya

¢ Pemohon/Pengurs Yayasan/LEKS/LKSA enpisi
instrumen identifikasi yang ditanda tangani oleh Ketua
Yayasan/LKS/LKSA

d. Apabila memenuhi syarat, maka akan diproses untuk
penerbitan Surat Rekomendasi kepada Yayasan/LKS/LKSA
yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Te oq.
Kantur Pelayanan Perijinan Terpadu{P2T) Provinsi Sulawesi
Tengmura

2. Bagi PRI-JKN {IPJS Keschatan), Pemberian Suhbsisi, KIP ;

e rresoduean rekrera vl | PR
IO B e D Snalsl

1

Pescgal Mmioloper jtor Meturibng
berbasrkia petiy arstan
ek oanesbiis PRI JKH din
nETss bl dala e
stz beese P14 JCM idata Kummammss)
dan membsadiban mrai keipring

:

Extid pMembdilehbin paral
|rargetamui) sebelun diapekan
ki Kardai

=]

Suret Heterangen yung kil Hefad sl dinelai
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Kelernngan :
A,

3. Bagi Permohonan [zin Pengangkatan Anak ©

Keterangan :

a. Pemohon

Pemohon mengajukan Permohonan kepada L:!Iu'n.ﬂlfiIEI Ec‘l-z:l:;:;h.
Buton cq. Bidang Perlindungan dan Jaminarn S0k si
Jnminan Sosial Keluanga) disertai persyaratan lenghap
Petugas/ Operator memeriksa kelengkapan berkas persyaratap
dan mencocokkan dengan data base Penerima Bantuan luran
— Jaminan Kesehatan Nasional (PRI-JKN] Kementenian sosial
Berkas lengkap, diterbitkan Surat Keterangan “Terdaftar” atay
*fidak Terdaftar® PEI-JKN yvang ditanda tangani oleh Kepala
Dinas Sosinl Kab, Buton

Pengaktifan BPRJS oleh operator Dinsos atau Pemohon
melampirkan Surat Keterangan tersebut ke Kantor BRJS
setempat untuk diproses lebih lanjut

Priersa Soslal melphokan wisinoes
dengan Pemouhos [Calos Orang Tua
Anghan| dan apabils memesuhi
iwaral, Peaugas membenker Foim
ieeriyaraian wniuk divi aleh
pemokan dan ciserghban kembail,
Berias yang tefsh @i leng g oleh
Pemokagn Dack Selengtapan

wrad Arkomeerdai Permafandn

Ipn Peaganghatin anak Sajbanh
for Batdd uniuk diparal

Efpala Dinas
A ks dan
mr‘,ﬂl

fasfat ek ndasi

e Thdak ‘—]
v

Buras rekemandasi yang ol ik vl ik
nedah diiands targani Kadis
diserahian kepada pekerid sosisl
e selarjubsesn dissrahion ke
pemmtan

mengajukan R:lfnmundasi Permohonan  izin
E:nmgsngkntan anak yung ditujukan kepada Dinas Sosial Kab.
Hion

Petugas melakukan wawancara dengan Calon Orang Tua
Angkat [COTA), jika memenubi syarat maka pgtugat“-
memberikan Format untuk diisi oleh pemohon
Berkas yang telah diisi oleh pemohon discrahkan kembali ke
Dinsos dan Petugas memerksa kelengkapan  berkas
persyaratan dan mencocokkan dengan hasil wawancara
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d. Jika telah m-l:m::ﬂuh_'i_ [reruyaratan, maka dibiiatkan Surat
Rekomendasi permohonan fzin  pengangkatan anak untuk
diteruskan oleh Pemohon ke Tim PIPA [Permohonan lzip
Pengangkatan Annk) Provinsi Sulawesi Tenggara

3. |Jangka  Waktu | I. Untuk rekomendasi Yayasan/LKS/LKSA minimal 30 (tga |

Pelayanan pululy hari

2. Untuk rekomendasi PHI-JKN [BPJS Kesehatan), Pemberan
Subsisi, KIPF minimal 30 (tiga puluh) menit

3. Untuk rekomendas! Permohonan lzin Pengangkatan Anak

y ; minimal &0 {enam puluh) hari

Biaya/Tanf Tidak ada biaya/tarif

Produk Pelayanan | 1. Untuk Lintas Kecamatan dalam | Kabupaten berupa @ STP/STPU
2. Untuk Lintas Kabupaten berupa : SBumt Rekomendasi Pendirian

__Yoynsan/LKS/LKS/LKSA -

3, Pengaktifan PBl-JKN [BERJS keschatan |
4. Bural keterangan/Rekomendasi KIP

5. Surat Rekomendasi Permohonan lzin Pengangkatan Anak

B. | Penanganan 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara |
Pengaduan, Saran tertulis melalul surat yang ditujukan kepada ;| Pemerintah
dan Kabupaten Buton Cq. Dinas Sosial Kabupaten Buton,

Masukan/Apresiasi Kompleks Perkantoran Takawa CGedung C Lantai 3 Pasarwajo
2. Menyampaikan pengaduar, saran, dan masukan
langsung via :
a, WA/Telepon : 0B5257092672, 085256553045,
0852420617962
b, Website : dinsos. butonkab, go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN

Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2002 enlang Perlindungan
Anak
;;::iung-ljnl:lnng Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Skl
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ientang Pelayanan
Publik
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Miskin
3. Undang-Undang Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga
Kesejahteraan Sosial
6. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan
7. Peraturan Pemenntah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah
8, Peraturun Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 lentang
Penyelenggaraan Kesejahterman Sosial
9. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 101 Tahun 2012 tentang
. Penerimaan Bantuan luran [PBI) Jaminan Kesehatan
I Permensos Rl No. 1I0/HUK/2000 tentang  Persyaratan
Penpanpgkatan Anak "
11.Peraturan Menterd Dalam Negeri Nomor 21 Tahun mil
lenlang Perubahan Kedua alas Permendagr Momor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah
12, ncﬁpmmmni Bﬂ;lﬂﬁﬁri Pendayagunean Aparatur MNegara dan
nnast Birokrasi Nomor 15 Tahun 20104 ten
Standar Pelayanan e P
13.Keputusan Menteri Sosial R Nomor 262/ HUK /2022
Penetapan Kriterla Fakir Miskin { 4 i
Hlﬁmmpemﬂ Kuh]p;len Buton Nomor 6 Tahun 2016
niang mbentukan dan  Susunan Perangh: acrah
Kabupaten Buton A
15.Peratran Bupatl Duton Nomor 22 Tahun 2029
: tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Ding
i Tt 5 Sosial Kabupaten

1. |Dasar Hukum ]

Lol
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2. | Sarana dan | 1. Ruang Tamu dengan pendingin ruangan
Prasarana, 2, Meja dan kursi
dan/atau Fasilitas | 3. Komputer
4. Prinier
5. Kertas
6. Buku agenda
7. Jaringan Internet
3. | Kompetensi 1. Pegawai vang memiliki pengetahuan  peraturan
Pelaksana perundang-undangan
2. Pegawai/pejabat vang memiliki pengetahuan tentang
program program kegiatan yang dilakukan cleh Dinas
Sosial Kabupaten Buton
3. Pegawai yang bisa mengoperasikan komputer
4. | Pengawasan 1. Supervisi atasan langsung
Internal 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan
pengawasan fungsional oleh inspektorat
3. Dilakukan secara berkelanjutan
3. |Jumlah Pelaksana | Maksimal 5 (orang) orang pegawai/pejabat Dinas Sosial
Kabupaten Buton
6. |Jaminan 1. Layanan diberikan setiap hari kerja
Pelayanan 2. Permohonan rekomendasi/surat keterangan disampaikan
oleh petugas yvang telah mendapatkan penugasan dari
atasan langsung
3. Materi dipersiapkan sesual permohonan yang ingin
dikonsultasikan /disampaikan dengan ccpat, tepat,
lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan
7. |Jaminan Identitas pemohon dijamin kerahasiaannya, jika pemohon
Keamanan dan | tidak ingin identitasnya tidak ingin diketahui
Keselamatan
Pelayanan e,
8. |Evaluasi Kinerja | l. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara
Pelaksanan rutin dan evaluasi minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun

2. Fﬂlﬂkﬂ-ﬂnﬂﬂn survei dan

Iu:puas.qn untuk perbaikan
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Lampiran [X i Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton
Nomor ¢ 08 Tahun 2023 4
Tentang : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Buton
STANDAR PELAYANAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
NO HOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN

1.

Persyaratan

Sistern Mekanisme
dan Prosedur

Keterangan :

. Pekerja Sosial Melakukan penilaian dan

Surat Permohonan dar  Lurah/Kepala Desa melalu
musyawarah desa

Foto copy Kartu Tanda Pendudulk (KTP) Pemehon dan Kartu
Keluarga

Terdaftar pada DTS

Desafielwrahan Sargajuian
wsral pErmohcnan Edtoes PEH

.

Pelerja soeal Malikubsn perdlaln
dan Wil wrea valid sl by
lapanger wnlub e recapa at it
jang atrmsk

*

Kelaporkan Bgul prnfaan
im M.d

— 1

Walay Tkl wesi) dRpisk

C

Suran Pevintah Kepala Binay

Sasal pegersh moldiuan

ranguisslin s desgan
peEunjuie dan alufsa

v

Operator Mongafiachin data
ke PIH mid slul Apiiiasl Sk
MG

Desa/Kelurahan mengajukan surat permohonan bantaan PKH
melalnd Musyawarah Chesa ke Dinas Sosial Kabupaten dengan
persyaratan lengkap

Verilliasi  serta
validasi ke lapangan untuk mendapatkan data yang otentik
Laporan Hasil Penilaian dan  verifikasi serta Validasi
disampaikan kepadn Kabid Perlindungan dan Jaminan Scaial
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4, Burat Perintah Kepala Dinas Sosial kepada Tim Penegelolaan
Program Keluarga Harapan agar segerah melakukan
pengusulan sesuai dengan petunjuk dan aturan

5. Operator Mengolinekan data usulan PKH melalui Aplikas|

Siks-NG
3. |Jangka Waktu | 1. Dari menerima proposal usulan ssmpal dengan sural perintah
Pelayanan ' dari kepala dinas sosial kabupaten buton maksimal 60 (enam

puluh) menit
4. Operator mengonlineksn data scsual  dengan  aturan

kementerian sosial republik indonesia yaitu ;

a. Usulan Bantuan tanpggal 15 sampal dengan 5 hari sebelum
hari terakhir (H-5) setiap bulan

b. Pengunggshan dokumen pengesahan usulan Bantuan
dimulai dari tanggal 15 sampai dengan 1 hari sebelum hari
terakhir (H- 1) setiap bulan

4. | Biaya/Tanf Tidak ada biaya/tarif

5. |Produk Pelayanan | Bantuan PKH i

6. | Penanganan 1. Pengaduan, saran, dan masukan Efupat disampaikan secara
Pengaduan, Saran tertulis nelalui sural yang ditujukan kepada @ Pemerintah
dan Kabupaten Buten Cq, Dinas Sosial Kabupalen Buton, !

Masukan / Apresiasi Kompleks Perhantoran Takawa Cedung C Lantai 3 Pasarwajo
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan

langsung via ;
a. WA /Telepon @ 085257002672, (B5256553045,
085242617962
b, Website : dinsos.butonkab.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN
1. | Dasar Hukum L. ;furfﬂng-ﬂndm]g Womor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
il
2. Undang-Undang Nomar 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Puhlik
3. Undang-Undang Momer 13 Tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Miskin
4. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan

= Peraturen Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Orpanisasi Peranglkat Daerah

6. Peraturan P:meri.uta;n Nomor 39 Tahun 2012 tentang

2 ;:n:.rcf:nggnrann Kessjahteraan Sosial

+ Peraturan Menteri Pendayagunasn Aparatur Negara dan
Reformasi Birekragi Nomor 15 Tahun 2014 lentang Pedoman
Standar Pelayanan

8. Keputusan Menteri Sosial Rl Nomor 262 /HUK,/2022 tentan

; Penetapan Kriteria Fakir Miskin ! i

. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan  Pe
Kahupaten Buton ; TN et

10, Peraturan  Bupat Buton Nomor 29 Tahun 2022 tentan
gﬂ“m" Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial E{nhupar.eE

ton

Ruang Tamu dengan pendingin rua
Meja dan kursi e i
Komputer

Printer

Kertas

Buku apenda

Jaringan [nternet

2. |[Sarana dan
Prasarana,
dan/atau Fasilitas

MO R =
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NO KOMPONEN URAIAN
3. | Kompetensi 1. Pegawai yang memiliki pengetahuan  peraturan
Pelaksana perundang-undangan
2. Pegawai/pejabat yang memiliki pengetahuan tentang
program program kegiatan yang dilakukan oleh Dinas
Sosial Kabupaten Buton
3. Pegawai yang bisa mengoperasikan komputer
4, | Pengawasan 1. Supervisi atasan langsung .
Internal 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan
pengawasan fungsional oleh inspektorat
3. Dilakukan secara berkelanjutan
5. [Jumlah Pelaksana | Maksimal 5 (orang] orang pegawai/pejabat Dinas Sosial
[{abupaten Buton
6. |Jaminan 1. Layanan diberikan setiap hari kerja
Pelayanan 2. Permchonan usulan bansos disampaikan oleh petugas
vang telah mendapatkan penugasan dari atasan
langsung
3. Materi dipersiapkan sesuai permohonan yang ingin
dikonsultasikan/disampaikan dengan cepat, tepat,
lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan
7. |Jaminan Identitas pemohon dijamin kerahasiaannya, jika pemohon
Keamanan dan | tidak ingin identitasnya tidak ingin diketahui
Keselamatan
Pelayanan
8. |Evaluasi XKinerja | 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara
Pelaksanan rutin dan evaluasi minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun

b

Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan
peningkatan kinerja pelayanan

A KA e""
f abupaten Buton,

40303 1 007
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Lampiran X : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton
Nomaor : 08 Tahun 2023
TEH.I:-B.[LE ¢ Btandar F'E‘]ﬂll'ﬂ,l‘[ﬂ]] di Liﬂgk'l.lngﬂ_'ﬂ Diinas Sosial Hﬂbupﬂ.lﬂﬂ Buton

STANDAR PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA

NO HOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN
1. | Persyaratan 1. Surat Permohonan bantuan dard Lurah/ Kepala Desa N
2. Fow copy Kartu Tanda Penduduk [KTP) Pemohon dan Kartu
Kelunrga
2. | Sistem Mekanisme
dan Prosedur [ Devafiakirahan mengaukin
serai peymohenan

Anphy pencang Jan Anali Rebijaban
o balwkin weriliea s permehonen
‘dar meakukan
asdlmenlferrifitasife alidasi
helapasgan

v

Retpdgporkan hasl penldaan
danmiene kepada Kaled

Sutat Fevinish Bepala Minas walsy sk el daalak
Seakd bepada Tearmn Dinat Seilai

'

Femberian Baiuan kegada
ksrtan Bentina

Keterangan :

1. Desa/Kelurahan mengajukan sural permohonan bamtuan ke
Dinsos Kabupaten dan diverifileasi

2, Amalis Hebijakan Penanggulangan Bencana meneruskan proses
dan menunjuk Analis Bencana melakukan penilaian dan
Verifkasi ke lapangan untuk mendapatkan data yang otentik

3. Laporan Hasfl Penilaian dan verifikasi disampaikan kepada
Analis Kebijaksan Penanggpulangsn Bencana dan  diteruskan
kepada Kabld Perlindungan dan Jaminan Sosial

4. Surat Perintah Kepala Dinas Sosial kepada Team Dinsos
Kabupaten segera menuju tempat kejadian bencana sesual
dengan sureci dilapangan

5. Memberikan bantuan kepada korban bencana
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NO KOMPONEN URAIAN =
3. |Jangka Waktu | Dari_proses menerima permohonan “hantuan  sampal _‘k“ﬂ“"
Pelayanan pemberian bantuan kepada korban hencana maksimal 2 [dua)
hari ——————
4. | Biaya/Tarif Tidak ada biaya/tanif N
Produk Pelayanan | Bantuan korban bencana — ,
6. |Penanganan I. Pengaduan, saran, dan masukan dapatl disampaikan sccara ’
Pengaduan, Saran tertulis melalui surat yang ditujukan kepada ¢ Pemerintah

dan Kabupaten Buton Cq. Dinas Sosial hﬁlhu_lmtrn Auton,
Masukan /Apresiasi Komplcks Perkantoran Takawa Gedung C Lantai 3 Pasarwajo
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan
langsung via :
a.WA/Telepon : 085257092672, 085256553045,
085242617962
b. Website : dinsos.butonkab.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN

1. | Dasar Hukum [1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang  Sistem |
Jaminan Sosial
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahieraan |

Sosial
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelavanan |
Publik |
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pennnganan |

Fakir Miskin

5. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminisirasi
Pemerintahan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 lentang
Organisasi Perangkat Dacrah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tenlang Hadan |
Nasional Penanggulangan Bencana

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

9, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Felayanan

10. Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial
Departemen Sosial Rl Nomor 09.B/RJS Tahun 2002 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Program Bidang Bantuan dan
jaminan Sosial |

11, Keputusan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial |
Nomor 110/BS.08.04/BJS/X1/2007  tentang  Pedoman i
Pengelolann Bantuan Beras Untuk Korban Bencana ,

12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Buton

13.Peraturan  Bupati Buton Nemor 22 Tahun 2022 tentang |
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten |

Buton Tre— . - |
2. | Sarana dan | 1. Ruang Tamu dengan pendingin ruangan
Prﬂmn. 2. M:j“dllnk“mi
u Fasilitas | 3. Komputer
dan/nia 4. Prinler
5. Kerlas
6. Buku agenda
e 7. Jaringan Internet o o B
3. | Kompetensi 1. Pegawai yang memiliki  pengetahuan  peraturan |
Pelaksana perundang-undangan

2. Pegawai/pejabat yang memiliki pengetahuan tfnmnsi
program kegiatan terutama mengenai kebencanaan yang |
dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buton
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NO KOMPONEN URAIAN
3. Pegawai yang bisa mengoperasikan komputer i |
4, | Pengawasan 1. Supervisi atasan langsung
Internal 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan
pengawasan fungsional oleh inspektorat
3. Dilakukan secara berkelanjutan
5. |Jumlah Pelaksana | Maksimal 5 (orang) orang pegawai/pejabat Dinas Sosial
Kabupaten Buton
6. |Jaminan 1. Layanan diberikan setiap hari kerja
Pelayanan 2. Permohonan usulan bansos disampaikan oleh petugas
yang telah mendapatian penugasan dari atasan
langsung
3. Materl dipersiapkan sesuai permohonan vang ingin
dikonsultasikan fdisampaikan dengan cepat, tepat,
lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan
7. |Jaminan Identitas pemohon dijamin kerahasiaannya, jika pemohon |
Keamanan dan | tidak ingin identitasnya tidak ingin diketahui
Keselamatan
Pelayvanan
8. |Evaluasi  Kinerja | 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara
Pelaksanan rutin dan evaluasi minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun

2. Pelaksanaan survel kcpuasam untuk perbaikan dan
peningkatan kinerja pelay:
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Lampiran XI : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton

Nomor + 08 Tahun 2023
Tentang : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Buton

STANDAR PELAYANAN
PENDATAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTES)

NO KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN

1. | Persyaratan 1, Surat keterangan tidak mampu dard Lurah/Hepala Desa dan
Berita Acara Hasil Musyawarah Desa
L Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Kari

Keluarga

2. Sistem Mekanisme
dan Prosedur [ Desa/Emburshan mengaulan

AT PETTIONGRIN

Pengetala Data dan Pelei]s fnual
L werificasl | -

Kabid rembubuiticn paral

ezl Danda
by Leips

i =l

Surdt Perrah Kepals Dinss K e i
Sl kependi Teatn Dt Sonial i

v

Mergoalnekan usulan OTES

Keterangan :
1, Pemohon/Desa/Kelurahan mengajukan  surat permohonan
usulan DTKS ke Dinsss Kabupaten sesuai hasil musyawarsh
desa lengkap dengan berita acaranya
2. Pengelola Data dan Pekerja Sosial meiakukan V. i
o B erifleasi dan
J. Kabid Pcr_hhrlung.ﬁ;n dan Jaminan Sosial menbubuhkan paraf
4. Kepala Dinas Sosial mengeluarkan surat perintah kepada Team
5 Dinsos Kabupaten segera memproses usalan DTKS
. Operator SIKS-NG melakukan pengimputan nline
apalikasi SIKS-NG o X "
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3. |Jangka Waktu |1, Darl proses penerimann proposal usulan sampal dengan surag
F:l:.}n‘nnnn perintah dari kepaln dinns sosial kabupaten buten maksimal
60 fenam puluh) menit
2. Operator  mengonlinekan  dota sesual
kementerian soaial republik indonesta yaitu
a, Usiilnn DTKS dard tanggal 15 sampal dengan 5 hard sebelum
har terakhir (H-5) setinp bukan
b. Pengunggahan dokumen pengesahan usulin DTKS dimulaj
darl tanggal 15 sanpai dengan | hard sebelum han terakhir

denpan  aluran

=H __|H-1) setiap bulan — = s e
4. | Biaya/Taril Tidak ada biaya/tarif |
e ——— okl = il e — —
ILi 3. | Produk Pelayanan | Data Terpadu Kescjahteraan Sosial (DTKS)
. | Penanganan 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara
' Pengaduan, Saran tertulis melalui surat yang ditujukan kepada © Pemerintah |
| dan Kabupaten Buton Cq Dinas Sosial Kabupalen Buton, |
' Masukan /Apresiasi Kompleks Perkantoran Takaws Gedung C Lantai 3 Pasarwajo |
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan
langsung via :
a. WA /Telepon : 085257092672, 085256553045,
0B52426170962

b. Website : dinsos. butonkab.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN

1. | Dasar Hukum |. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial
| 2. Undang-Undang Nomor 11 Tabun 20049 entang Kescjahteraan
Sosial
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Pullik
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Miskin

3. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 (entang Administrasi
Pemerintatun

6. Permiump Pemerintall Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisas Perangkst Daerah

7. Peraturnn  Memenntahh Nomor 31 Tahun 2002 tentang
Penyelenpraran Kesejahteraan Sasial

| #. Pemturan Menterd Pendayagunasn  Aparatur MNegara dan

' Keformasi Biokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

_ 9, Keputusan Menten Sosial Bl Nomor 262/HUK/2022 tentang

' Penetapan Kriteria Fakir Miskin

10, Peraturan Daerali Kabupaten Buton Nomor & Tahun 2016
tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah
Kabupaten Buton

11, Peraturan  Bupati Buton Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Susunan Organisasi dan Tota Kerja Dinas Sosial Kabupaten

Buton
2. | Sarana dan I,-IﬁunﬁTﬂmudcngan pendingin rudngan
Prasarana, 2. Meja dan kursi
dan/atau Fasilitas | 3. Komputer
4. Prnter
5. Kerias
6. Buku apends
7. daringan [niermet
3. | Kompetensi l. Pegawai yang memiliki pengetahuan  peraturan
Pelaksana perundang-undangan

program program kegiatan terutama yang dilakukan oleh
Dinas Sosial Kabunaten Buton ¢ 3
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| No | KOMPONEN URAIAN |
3. Pegawai yang bisa mengoperasikan komputer
4. |Pengawasan 1. Supervisi atasan langsung
Internal 2. Dilakukan sistern pengendalian internal pemerintah dan
pengawasan fungsional cleh inspektorat
3. Dilakukan secara berkelanjutan
5. |Jumlah Pelaksana |Maksimal 5 (orang) orang pegawai/pejabat Dinas Sosial
Kabupaten Buton
6. | Jaminan 1. Layanan diberkan setiap har kerja
Pelayanan 2. Permohonan usulan DTKS disampaikan oleh petugas
yang telah mendapatkan penugasan dari atasan
langsung
3. Materi dipersiapkan sesuai permohonan  yang J'rlginl
dikonsultasikan/disampaikan dengan cepat, tepat,
lengkap, dan dapat dlp:rta:lggungilWEhkﬂJ‘l
7. |Jaminan ldentitas pemohon dijamin Iu:ra.hamaann}'a jika pemochon
Keamanan dan | tidak ingin identitasnya tidak ingin diketahui
Keselamatan
Pelayanan
8. |Evaluasi Kinerja | 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara
Pelalksanan rutin dan evaluasi minimal 2 [dua) kali dalam 1 tahun
2. Pelaksansan survei ln*puaa.'an untuk perbaikan dan

peningkatan kKinerja
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